SALINAN

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN
BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
pengeluaran kas yang mengakibatkan beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat dilakukan
sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dan
ditempatkan dalam Lembaran Daerah, dan Pasal 134 ayat
(1), Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan
bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya yang telah ditutup;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pengeluaran Kas Untuk Belanja Yang Bersifat
Mengikat Dan Bersifat Wajib Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

14.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota
Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota
Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01);
Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008
Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELUARAN KAS UNTUK
BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG
BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2017.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.

(1)

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Padangsidimpuan.

Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Belanja yang bersifat mengikat adalah merupakan belanja
yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran
yang bersangkutan.

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang jaminannya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat.

BAB II
PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT
MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB

Pasal 2

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (3) adalah belanja pegawai, belanja barang dan

jasa.
- 5.1.1.01.01 : Gaji Pokok PNS/Uang
Representasi
- 5.1.1.01.02 : Tunjangan Keluarga
- 5.1.1.01.03 : Tunjangan Jabatan
- 5.1.1.01.04 : Tunjangan Fungsional
- 5.1.1.01.05 : Tunjangan Fungsional Umum
- 5.1.1.01.06 : Tunjangan Beras
- 5.1.1.01.07 : Tunjangan PPh/Tunjangan
Khusus
- 5.1.1.01.08 : Pembulatan Gaji
- 5.1.1.01.09 : Iuran Asuransi Kesehatan (BPJS)
- 5.2.2.03.01 : Belanja Telephon
- 5.2.2.03.02 : Belanja Air
- 5.2.2.03.03 : Belanja Listrik
- 2.05.02.02.15. : Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
- 2.05.2.05.01.15.04 : Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Persampahan
5.2.1.02.01 : Honorarium  Pegawai  Honorer
Tidak Tetap
5.2.2.05.03 : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan Pelumas
5.2.2.11.01 : Belanja Makan Minum Harian

Pegawai



1.04.1.05.03.19

1.04.1.05.03.19.10

5.2.1.02.01

1.05.03.02.24

5.2.2.05.03

5.2.2.11.01

1.04.1.1.08.02.24

1.04.1.1.08.02.24.06
5.2.1.02.01

5.2.2.05.03
5.2.2.11.01
4.01.1.1.5.1.1.01.01
4.01.1.1.5.1.1.01.02
4.01.1.1.5.1.1.01.03

4.01.1.1.5.1.1.01.06
4.01.1.1.5.1.1.01.07

4.01.1.1.5.1.1.01.10
4.01.1.1.5.1.1.01.11
4.01.1.1.5.1.1.01.12
4.01.1.1.5.1.1.01.13
4.01.1.1.5.1.1.01.14
4.01.1.1.5.1.1.01.15

4.01.1.1.5.1.1.01.16

4.01.1.1.5.1.1.03.01

1.2.2.1.16.21

5.2.2.01

5.2.2.01.06

5.2.2.11.03
5.2.2.05.03

Program Peningkatan Kesiagaan
dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pencegahan Bahaya Kebakaran

Honorarium  Pagawai  Honorer
Tidak Tetap
Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraa Dinas /Operasional
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan Pelumas

Belanja Makanan dan Minuman
Harian Pegawai

Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

Honorarium  Pegawai  Honorer
Tidak Tetap

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan Pelumas

Belanja Makanan Minuman Harian
Pegawai

Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil/
Uang Representasi

Tunjangan Keluarga

Tunjangan Jabatan

Tunjangan Beras

Tunjangan  Pajak  Penghasilan
(PPh)/ Tunjangan Khusus
Uang Paket

Tunjangan Panitia Musyawarah
Tunjangan Komisi

Tunjangan Panitia Anggaran
Tunjangan Badan Kehormatan
Tunjangan Alat Kelengkapan
Lainnya

Tunjangan Perumahan

Belanja Penunjang Komunikasi
insentif Pimpinan dan Anggota
DPRD

Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Penyelenggara Umum  Daerah
Rumah Sakit

Honorarium  Pegawai  Honorer
Tidak Tetap

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Elpiji
Belanja Makan dan Minum Tamu

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Pelumas Ambulance

(2) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (4) adalah belanja pendidikan dan kesehatan
dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.



BAB III
PENUTUP

Pasal 3
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 27 Desember 2016
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,
Ttd.
ANDAR AMIN HARAHAP

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ZULFEDDI
BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016 NOMOR 41

ai dengan aslinya
IAN HUKUM,




